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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

1. Latar Belakang dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu karena merujuk pada 

ketentuan Pasal 71 ayat (3): pertama, agar Bupati Petahana tidak 

menyalahgunakan kewenangan (abuse of power), baik dalam 

politisasi/mobilisasi birokrasi maupun penyalahgunaan anggaran; dan 

kedua, agar Pilkada berlangsung secara adil, demokratis, dan tidak terjadi 

praktik kecurangan, bahwa Pasal 71 ayat (3) juga dimaksudkan oleh 

pembentuk undang-undang untuk memagari agar Calon Petahana tidak 

melakukan kecurangan terselubung, menggunakan program, kegiatan, dan 

anggaran pemerintah daerah untuk menaikkan citra diri dan memengaruhi 

pemilih, maka memperlihatkan bahwa Bawaslu telah benar mengeluarkan 

rekomendasi sesuai dengan kewenangan atributifnya. Hal ini dibuktikan 

dengan putusan DKPP yang menyatakan para komisioner Bawaslu tidak 

salah, bahkan diperintahkan untuk mengembalikan nama baik Komisioner 

Bawaslu. 

2. Menceramati konsrtuksi hukum atas rekomendasi Bawaslu, perlu melihat 

teori hierarki hukum yang berkaitan dengan teori kewenangan, dalam teori 

yang menggambarkan sistem hukum merupakan anak tangga yang 

berjenjang. Lembaga seperti Bawaslu adalah lembaga yang diberi 

kewenangan secara mandiri oleh Undang-Undang untuk menilai dan 

memberikan kedilan secara sah dalam setiap kontestasi rezim Pemilu 
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maupun Pilkada. Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu oleh 

KPU dalam hal penanganan pelanggran administrasi pilkada oleh karena 

perbedaan persepsi antar penyelenggara. Dalam beberapa kasus yang 

dibahas terlihat bahwa KPU masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 

25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 

Umum hal ini mengakibatkan mispersepsi, oleh karena dalam Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, penanganan pelanggaran 

administrasi melalui mekanisme ajudikasi dan melahirkan produk putusan. 

Berbeda dengan Pilkada yang dasar Undang-Undangnya berbeda, tentunya 

produk hukum yang dikeluarkan juga berupa rekomendasi yang sifatnya 

sama seperti putusan. Rekomendasi dihasilkan dari hasil klarifikasi dan 

kajian yang dibuat oleh Bawaslu. Kewenangan tersebut bersifat atributif 

karena bersumber langsung dari Undang-Undang dan diteruskan secara 

teknis dalam Perbawaslu.  Segregasi keweangan ini yang membuat tugas 

Bawaslu secara eksplisit berbeda dengan KPU.    

5.2  Saran  

1. Bagi lembaga KPU dan Bawaslu, dalam melihat kasus ini harusnya dapat 

menghadirkan suatu peraturan bersama antara KPU dan Bawaslu yang 

dapat mengakomodir serta untuk melihat secara bijak rekomendasi yang 

bersifat atributif, karena selain kewenangan yang bersumber dari Undang-

Undang, rekomendasi Bawaslu dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) memiliki implikasi serius dalam hal legitimasi kedaulatan rakyat 

yang adil dan berkesamaan didepan hukum.  
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2. Dimungkinkan DKPP untuk bisa menjadi mediator untuk kasus-kasus 

seperti diatas karena kewenangan DKPP untuk menjadi pengadilan secara 

etik terkait perilaku penyelenggara Pemilu/Pilkada. Hal ini penting agar 

salah tafsir penyelenggara dapat diminimalisir. 

3. Untuk perubahan yang cukup kompleks, dimungkinkan untuk 

menggabungkan kembali Bawaslu dan KPU agar konflik antar kedua 

lembaga dapat diminimalisir. Hal ini tentu akan terlaksana jikalau sistem 

Pemilu yang kini proporsional terbuka berubah menjadi proporsional 

tertutup.  

4. Bagi lembaga lainnya yang turut terlibat dalam setiap pembuktian 

kecurangan sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu atau 

pilkada pada konteks membantu Bawaslu, seperti halnya oleh Jaksa dan 

Polisi yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu 

(GAKKUMDU), dapat berkoordinasi dengan baik agar dalam 

penyelesaian permasalahan pemilu bersifat mandiri tanpa tendensi politik 

dan harmonisasi semua lembaga dapat tercipta. 

5. Bagi masyarakat dan peserta pasangan calon Pemilu atau Pilkada, harus 

menjunjung asas-asas demokrasi yang baik, jujur dan berkeadilan tanpa 

harus menjatuhkan lawan politik atau menggunakan cara-cara yang tidak 

baik yang dapat mencederai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.   
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